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BAB  
 

PENDAHULUAN 

 1 
 

1.1. Latar Belakang 

 
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. 

Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai sebuah dokumen perencanaan Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik selama periode 2025 – 2029 yang 

sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsi. Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Gresik serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 dan 

bersifat indikatif. 

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka 

menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik yang dalam 

pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana 

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang akan disusun setiap tahun sebagai 

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Gresik. 

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses awal yaitu 

pembentukan tim pembuatan Renstra 2025 – 2029 pada Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Gresik untuk merumuskan hasil yang ingin dicapai 

sampai dengan Tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan 

memperhitungan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin 

timbul sehingga terbentuklah rancangan awal Renstra 2025 – 2029. 

Selanjutnya dokumen rancangan awal tersebut dievaluasi oleh Tim dari 

BAPPEDA untuk mensinergikan dengan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 
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2025 – 2029 dan jadilah Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Gresik sebagai acuan pembuatan Rencana Kerja (Renja) 

Tahunan. 

Dalam lima tahun mendatang, Kabupaten Gresik akan menghadapi 

tantangan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan dinamika 

masyarakat yang semakin beragam. Tingginya kepadatan penduduk 

menimbulkan kompleksitas permasalahan yaitu tuntutan ketersediaan 

permukiman dan infrafstruktur pendukung serta perbaikan ekonomi sehngga 

mempengaruhi kondisi K3 (Keamanan, Ketertiban dan Keindahan) di wilayah 

Kab. Gresik. Oleh sebab itu Satpol PP diharapkan kedepan mampu 

menerjemahkan tantangan masa depan  secara profesional. 

Sesuai Undang-undang  Nomor 23 Tahun  2014 Pasal 225 pada ayat 

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan 

Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta 

menyelenggarakan pelindungan masyarakat dan ayat (2) Satuan polisi 

pamong praja mempunyai kewenangan: 

1.  melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga 

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran 

atas Perda dan/atau Perkada; 

2.  menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

3.  melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda 

dan/atau Perkada. 

4.  melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 

Perkada bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Kepala 

Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.  

Ketentuan ini mempunyai ruang lingkup yang luas. Dengan harapan 

pembuat undang-undang ini Satuan Polisi Pamong Praja kedepan merupakan 

organisasi yang besar dan mandiri. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
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rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta 

menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan 

salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat 

penting. Sesuai dengan tugas dan fungsinya keberadaan Satuan Polisi 

Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat 

yang tenang, tidak gelisah dan resah serta menumbuh  kembangkan 

kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala 

Daerah yang sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah sebagai 

penunjang suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja pada Bab II Pembentukan Dan Organisasi Pasal 3 Ayat 2 yaitu 

Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 

kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota. Lalu 

pada Bab III tentang Fungsi, Tugas dan Wewenang, Satpol PP mempunyai 

tugas :  

1. Menegakkan Perda dan Perkada; 

2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan 

3. Menyelenggarakan pelindungan masyarakat 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP 

mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan 

masyarakat; 

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan 

pelindungan masyarakat; 

3. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan 

masyarakat dengan instansi terkait; 

4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas 

pelaksanaan Perda dan Perkada; dan 
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5. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang : 

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda 

dan/atau Peraturan KepalaDaerah; 

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketenteramanmasyarakat; 

3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ 

atau Perkada; dan 

4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 

Perkada.    

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 85 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah bahwa dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan.   

Secara subtansial, Renstra Satpol PP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 

merupakan rencana pembangunan jangka menengah periodesasi pertama 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Gresik Tahun 2025-2045. Kesinambungan Visi, Misi, hingga program telah 

diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik 

tahun 2025-2029, arah kebijakan Renstra Kementrian Dalam Negeri tahun 

2025 – 2029, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam 
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RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah 

dan kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Gresik sebagai acuan 

Rencana Kerja (Renja) Tahunan.  

 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Landasan hukum penyusunan Renstra Satpol PP Kab. Gresik 2025 - 

2029 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional  

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  

11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  
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12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang 

Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal  

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 

tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021  

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang 

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik  

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah  

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah  

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2045  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang 

RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029  

24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2017 tentang Indikator 

Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik  

25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satpol PP  
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26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik  

27. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Perbup Nomor 56 Tahun 2019  

28. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data 

Kabupaten Gresik 

1.3. Maksud Dan Tujuan 

Penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah 

dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode 

lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja 

Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja 

Perangkat Daerah. Adapun tujuan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong 

Praja Kab. Gresik Tahun 2025 – 2029 adalah untuk : 

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah 

yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi 

Kepala Daerah.  

2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan 

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 

3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar 

evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah. 

4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja 

Perangkat Daerah dalam pelayanan publik. 

5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan 

(Renja) dan dokumen Anggran (RKA/DPA) Perangkat Daerah. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Dokumen Renstra Satpol PP Kab. Gresik Tahun 2025 – 2029 disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, 

landasan hukum dan sistematika penulisan 
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BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH yang berisi tugas, fungsi dan 

struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, 

permasalahan dan isu strategis perangkat daerah 

BAB III : TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, Pada 

bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan 

sasaran jangka menengah serta strategi dan arah kebijakan 

Satuan Polisi Pamong Praja.  

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Pada bagian ini 

dikemukakan program kegiatan satuan polisi pamong praja dan 

kinerja penyelenggaraan masing – masing bidang dalam satuan 

polisi pamong praja kabupaten Gresik. 

BAB V : PENUTUP, Pada bagian ini dikemukakan mengenai 

pengendalian  

        dan evaluasi terhadap dokumen renstra, termasuk mekanisme  

   perubahan renstra PD 
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BAB GAMBARAN PELAYANAN, 
PERMASALAHAN 

DAN ISU STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH 

2 
 

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik dibentuk melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah. 

 

2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Perangkat Daerah 
 

Sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah seperti yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Gresik, maka tugas pokok Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Gresik adalah : 

 

1. Kepala Satuan  

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam penegakan Peratuan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum 

dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS : 

a. pengoordinasian penyusunan program dan kebijakan teknis penegakan 

peratuan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketentraman serta perlindungan masyarakat; 

b. pengoordinasiaan pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan 

penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum 

dan ketentraman, perlindungan masyarakat serta PPNS; 
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c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

penegakan Peratuan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

2. Sekretariat 

1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat 

menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian 

penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. 

2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan; 

b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, dan 

dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian; 

d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris 

kantor; 

e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas; 

f. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong 

Praja; 

g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program 

dan kegiatan; dan 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan 

Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya. 

Sekretariat terdiri dari : 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan; 

b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan; 

c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan; 
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d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan 

mempersiapkan sarana prasarana kantor; 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalan dinas 

pimpinan; 

f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor; 

g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai 

dan pengembangan kompetensi pegawai; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

2. Kepala Subbagian Keuangan Program dan Pelaporan mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan 

penyusunan program dan pelaporan; 

b. Mempersiapkan, menghimpun dan menyusun kelengkapan 

administrasi keuangan, perencanaan strategis program dan pelaporan; 

c. Mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan 

dinas; 

d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan, 

program dan pelaporan; 

e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi 

kinerja keuangan, program dan pelaporan; 

f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan, program dan 

pelaporan;  

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

administrasi keuangan program dan laporan; 

h. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran 

hak lainnya; dan 

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan 

1) Bidang Penegakan Perundang-undangan,  mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di 

bidang penegakan peraturan perundang-undangan, pengawasan dan 
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penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati. 

2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penegakan Perundang-Undangan 

Menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan 

perencanaan program  pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan 

penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di 

bidang pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan 

pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan 

petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan 

penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;   

d. Pelaksanaan kebijakan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan 

penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pengawasan dan penyuluhan, 

penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati; 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan 

tugas pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan 

pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bidang Penegakan Perundang-Undangan terdiri dari : 

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan penyuluhan penegakan Peraturan Daeran 

dan Peraturan Bupati; 

b. Menyusun dan merumuskan bahan kebijakan penyuluhan penegakan 

Peraturan Daeran dan Peraturan Bupati;  
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c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan 

penegakan Peraturan Daeran dan Peraturan Bupati;  

d. Melaksanakan pelayanan administrasi pelaksanaan penyuluhan 

penegakan Peraturan Daeran dan Peraturan Bupati;  

e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang  penyuluhan 

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyuluhan penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan 

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Penegakan Perundang-Undangan. 

2. Kepala Seksi Penyidikan dan penindakan mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap 

warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga 

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan 

Bupati; 

b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan penyidikan dan 

penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum 

yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau 

Peraturan Bupati; 

c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau 

Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan 

Daerah dan/atau Peraturan Bupati; 

d. Melaksanakan administrasi kegiatan penyidikan dan penindakan 

terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga 

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan 

Bupati; 

e. Melaksanakan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan terhadap 

warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga 



 

19 

Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2025-2029 

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan 

Bupati; 

f. Melaksanakan koordniasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis 

penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau 

Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan 

Daerah dan/atau Peraturan Bupati; 

g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 

kebijakan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, 

aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas 

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Penegakan Perundang-Undangan. 

 

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman  

1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di 

bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, 

operasional dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum; 

2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.   

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan 

perencanaan program di bidang pengembangan sumber daya dan 

kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum 

dan ketentraman; 

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan 

pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan 

pengendalian ketertiban umum dan ketentraman; 

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan 

petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan 



 

20 

Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2025-2029 

kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum 

dan ketentraman;   

d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi bidang 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis pengembangan sumber 

daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban 

umum dan ketentraman; 

f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan 

sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian 

ketertiban umum dan ketentraman; 

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan 

kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas 

personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan 

ketentraman; 

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari : 

1. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil 

mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Pengembangan Sumber Daya dan 

Kapasitas Personil; 

b. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan Pengembangan Sumber 

Daya dan Kapasitas Personil; 

c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

kegiatan Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil; 

d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang 

Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil; 

e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang Pengembangan 

Sumber Daya dan Kapasitas Personil; 

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis 

di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil; 
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g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

dan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Sumber Daya dan 

Kapasitas Personil; dan 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Ketentraman Umum dan Ketentraman. 

 

 

 

2.  Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan operasional dan pengendalian dalam 

penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan 

Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah 

dan/atau Peraturan Bupati; 

b. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional dan 

pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, 

aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas 

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; 

c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisi terhadap 

masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan 

pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; 

d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan operasional dan 

pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, 

aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas 

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; 

e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan 

pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, 

aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas 

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; 

f. Melaksanakan koordniasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis 

operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap 
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masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan 

pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; 

 

g.  Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban 

nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang 

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan 

Bupati; 

h.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman. 

 

5. Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat  

1) Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

di bidang pembinaan umum dan potensi masyarakat serta 

penyelenggaraan perlindungan masyarakat.  

2) Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh 

seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan 

Masyarakat menyelenggarakan Fungsi : 

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan 

perencanaan program di bidang pembinaan umum dan perlindungan 

masyarakat; 

b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di 

bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat; 

c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan 

petunjuk pelaksanaan program pembinaan umum dan perlindungan 

masyarakat; 

d. pelaksanaan pengoordinasian pelayanan administrasi program 

pembinaan umum dan perlindungan masyarakat; 



 

23 

Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2025-2029 

e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan 

umum dan perlindungan masyarakat; 

f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di 

bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat; 

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program 

dan kebijakan teknis pembinaan umum dan perlindungan masyarakat; 

dan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : 

a. Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat; dan 

b. Seksi Perlindungan Masyarakat. 

1. Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat mempunyai 

tugas : 

 a. menyusun rencana kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi 

Masyarakat;   

b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan 

Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;   

c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;  

d. melaksanakan adminitrasi kegiatan Pembinaan Umum dan Potensi 

Masyarakat; 

e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan Umum 

dan Potensi Masyarakat;   

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan 

teknis Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;   

g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan dan kebijakan teknis Pembinaan Umum dan Potensi 

Masyarakat; dan   

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat. 

2.  Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas : 
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a. Menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas 

penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 

b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pembinaan 

dan  fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 

c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

kegiatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan masyarakat; 

d. Melaksanakan adminitrasi kegiatan di bidang perlindungan 

masyarakat; 

e. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis fasilitasi 

pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat; 

f. Melaksanakan koordniasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di 

bidang pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat; 

g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan perlindungan masyarakat; 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat. 

 

6.  Kelompok Jabatan Fungsional 

  Kelompok Jabatan Fungsional  mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan/atau 

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.  

 

7.  Unit Pelaksana Teknis Dinas 

 Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk UPT untuk 

melaksanakan tugas teknis tertentu. Untuk dapat menjalankan tugas yang 

telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik memiliki 

struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 

2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik  
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2.1.2  Sumber Daya Perangkat Daerah 

Satuan polisi pamong praja merupakan unsur Pemerintah Kabupaten 

Gresik dibidang menegakan PERDA dan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan  masyarakat memiliki Tingkat  

Pendidikan yang beragam. Berikut tabel tingkat pendidikan personal satuan 

polisi pamong praja kabupaten Gresik dengan status PNS berdasarkan 

pangkatnya.  

Tabel 2.1 Tingkat Pendidikan personil status PNS 

NO 

   URAIAN PENDIDIKAN 

JML Pangkat / Golongan 

Ruang  

SD SMP SMA D1 D3 S1 S2 

1. Juru Muda (Ia) - - - - - - - 0 

 Juru Muda Tingkat I 

(Ib) 

- - - - - - - 0 

 Juru (Ic) - - - - - - - 0 

 Juru Tingkat I (Id) - - 1 - - - - 1 

2. Pengatur Muda (IIa) - - 13 - - - - 13 

 Pengatur Muda 

Tingkat I (IIb) 

- - - - - - - 0 

 Pengatur (IIc)  - - 3 - 7 - - 10 

 Pengatur Tingkat I (IId)  - - 15 - 3 - - 18 

3. Penata Muda (IIIa) - - 55 - - 6 - 61 

 Penata Muda Tingkat I 

(IIIb) 

- - - - - 15 - 15 

 Penata (IIIc) - - - - - - - 0 

 Penata Tingkat I (IIId) - - 1 - - 2 1 4 

4. Pembina (IVa) - - - - - - 5 5 

 Pembina Tingkat I (IVb) - - - - - - 1 1 

 Pembina Utama Muda 

(IVc) 

- - - - - - 1 1 
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Luas wilayah Kabupaten Gresik sekitar 1.191,25 Km2 terdiri dari luas 

pulau Bawean, yang berada 150 km lepas pantai pulau jawa. Wilayah 

Pemerintahan di Kabupaten Gresik terbagi atas 18 Kecamatan, 330 Desa dan  

26 Kelurahan. Letak Kabupaten Gresik yang strategis memiliki potensi  

sebagai daerah agraris, maritim, industri dan pariwisata serta kondisi 

masyarakat yang majemuk berpengaruh terhadap kemungkinan munculnya 

ganguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Masih adanya 

perilaku masyarakat yang kurang mendukung terwujudnya ketentraman dan 

ketertiban umum serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati 

peraturan daerah berakibat pada terjadinya pelanggaran terhadap peraturan 

daerah.  

Berikut merupakan detail jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 

kabupaten Gresik dengan status THL berdasarkan kualifikasi pendidikan, 

pangkat dan golongan sampai dengan periode 30 Juni 2025.  

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan personil status Non PNS 

NO 

URAIAN PENDIDIKAN 

JML Pangkat / Golongan 

Ruang  

SD SMP SMA D1 D2 S1 S2 

1. Non PNS - - 84 - - 49 - 133 

 JUMLAH 0 0 84 - - 49 0 133 

 

Berikut merupakan uraian menurut Jabatan dan Tugasnya: 

- Kepala Satuan 

- Sekretaris 

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 Pembina Utama Madya 

(IVd) 

- - - - - - - 0 

 Pembina Utama (IVe) - - - - - - - 0 

 JUMLAH 0 0 88 - 10 23 8 129 
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- Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan 

- Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan 

- Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan 

- Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan 

- Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

- Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kapasitas Personil dan 

Pembinaan Umum 

- Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian 

- Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat 

- Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat 

-    Kepala Seksi Perlindungan Masyaraka 

- Unsur Regu Terdiri dari  yaitu : 

5 regu @ 6 orang (1 kepala regu + 5 anggota regu) = 30 PNS  

8 regu @ 5 orang (1 ketua regu + 4 anggota regu) = 40 PNS 

15 regu @ 4 orang (1 ketua regu + 3 anggota regu) = 60 THL 

8 regu @ 2 orang (1 ketua regu + 1 anggota regu) = 16 THL 

Petugas Tindak Internal sebanyak 11 PNS 

URC sebanyak 11 THL 

Petugas penjagaan 

- Penjagaan Rumah Dinas Bupati Gresik sebanyak 12 THL, 4 PNS. 

- Penjagaan Rumah Dinas Wakil Bupati Gresik sebanyak 12 THL 

Unsur Staf sebanyak 12 THL, 25 PNS 

Kebersihan Satuan Polisi Pamong Praja 4 THL 

Petugas Pengelola Kendaraan 2 THL 

 

 Berdasarkan Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman 

penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja. Oleh sebab itu jumlah anggota 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik membutuhkan 400 – 450 

orang. Namun jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sekarang pada 

tahun 2025 sebanyak 262 orang yang berbanding jauh dengan kebutuhan 

sebenarnya. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja akan mengadakan 

rekruitmen anggota baru setiap tahunnya.  Untuk meningkatkan kualitas 
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Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengadakan kegiatan Pelatihan Dasar 

Operasional Satpol PP. 

  

 Berikut merupakan penjabaran sarana prasarana yang digunakan di 

dinas satuan polisi pamong praja kabupaten Gresik. 

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Sampai dengan 30 Juni 2025 

No. 
Sarana dan 

Prasarana yang 

Digunakan 

Jumla

h 
Kebutuhan 

KONDISI 

Lengakap Kurang Mencukupi 

1. Ruang Kerja 
Pejabat 

Struktural (5) 
Staf (4) 
Ruang 

Pertemuan (1) (1) 
Mess (2) 

Gudang (2) (2) 

 
 

 
 

14 

 
 

 
 

17 

  
 

 
 
v 

 
 

 

2. Meja/Kursi Kerja 
Meja (15) (10) 

Kursi (3) (10) 

 
18 

 
38 

  
v 

 

 

3. Komputer 
Komputer (21) (4) 

Laptop (10) (2) 

 
31 

 
37 

 

  
v 

 
 

4. Kendaaraan 

Operasional 
Roda 4 
Truk (2) (1) 

Kijang patroli (5) 
(3) 

Mobil opsnal (14) 

 

 
21 

 

 
25 

  

 
v 

 

5. Kendaraan Roda 
2 

Sepeda motor 
operasional (9) 
Sepeda motor 

patwal (10) 
Sepeda MTB (2) 

 
 

21 

 
 

21 

  
 

 

 
 

v 
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2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 
Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan cerminan dari 

efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, serta seberapa besar 

dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Oleh karena itu, pengukuran kinerja dilakukan secara terstruktur, berbasis 

data, dan mengacu pada indikator-indikator yang relevan, baik yang bersifat 

kuantitatif maupun kualitatif. Berikut merupakan tabel kinerja pelayanan 

perangkat daerah : 

Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh kinerja satuan 

polisi pamong praja kabupaten Gresik menunjukkan pencapaian yang sangat 

bagus dengan konsisten diatas target. Peningkatan signifikan terjadi di 

indikator rasio linmas terhadap RT mencerminkan penguatan kapasitas 

masyarakat dalam menjaga ketertiban. 

 

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 

Berdasarkan makna penetapan sasaran layanan maka, Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan rincian sebagai 

berikut : 

Untuk mencapai tujuan “Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru 

yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah” maka 

ditetapkan sasaran : 

(1)  Masyarakat Umum 
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Kelompok ini merupakan sasaran utama layanan Satpol PP, baik secara 

individu maupun kelompok. Tujuan pelayanan kepada masyarakat 

meliputi : 

a)  Peningkatan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sosial. 

b) Perlindungan dari gangguan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat. 

(2) Pelaku Usaha (formal dan informal) 

Pedagang kaki lima (PKL), pemilik toko, rumah makan, usaha hiburan, 

dll. Fokus layanan Satpol PP kepada kelompok ini antara lain: 

a). Penertiban kegiatan usaha yang melanggar Perda atau tidak 

memiliki izin. 

b). Pemberian surat peringatan hingga penindakan apabila terjadi 

pelanggaran 

c). Pembinaan dan edukasi terkait ketentuan perizinan dan zonasi 

usaha 

 

2.1.5 Standar Pelayanan Minimum 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata 

dan akuntabel, Standar Pelayanan Minimum (SPM) menjadi salah satu 

instrumen penting yang wajib dipenuhi oleh setiap perangkat daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM merupakan 

ketetapan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak 

diperoleh setiap warga negara secara minimal, sebagai bentuk kewajiban 

pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar 

masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah ini turut mengintegrasikan pencapaian target SPM sebagai bagian 

integral dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Berikut 

merupakan tabel realisasi standar pelayanan minimum pada dinas satuan 

polisi pamong praja kabupaten Gresik. 
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Tabel 2.5 Realisasi standar pelayanan minimum 

 
 

 
 

 

Dari tabel 2.5 Realisasi standar pelayanan minimum di atas dijelaskan 

mengenai realisasi pelayanan dasar pada bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2021 

hingga 2024. Terdapat tiga jenis pelayanan dasar yang ditampilkan, masing-

masing dengan output dan realisasi yang berbeda. 

Pada pelayanan pertama, yaitu "Pelayanan ketenteraman dan 

ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan 

ganti rugi", output yang diharapkan adalah jumlah warga kabupaten yang 

memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan ganti rugi. 

Pelayanan kedua berkaitan dengan "Penegakan perda sesuai mutu", dengan 

output berupa jumlah penegakan perda. Sedangkan pada pelayanan ketiga, 

yaitu "Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum", output yang dicapai 

adalah jumlah warga negara yang menerima layanan akibat penegakan 

hukum perda dan perkada kabupaten/kota.  

 

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat 
Daerah 

Isu Permasalahan adalah kondisi nyata di daerah yang harus dihadapi, 

misalnya kemiskinan atau infrastrukur yang rusak. Isu Strategis adalah 

fokus prioritas yang dipilih untuk menyelesaikan / jawaban 

permasalahan, karena keterbatasan sumber daya. Ini menjadi dasar 

penentuan alokasi anggaran APBD. Dalam menentukan isu strategis perlu 

dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, menganalisis 

dampak, dan menentukan prioritas. 

Fokus diarahkan pada penguatan kapasitas dasar pelayanan melalui 

peningkatan SDM, sarana prasarana, dan penataan kelembagaan, 

sekaligus mendorong transformasi menuju organisasi modern yang adaptif 
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berbasis teknologi, proaktif, partisipatif, serta berorientasi pada 

pencegahan, sehingga Satpol PP menjadi institusi yang profesional, 

humanis, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. 

 

2.2.1  Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

 Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

pelayanan publik yang optimal, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

memiliki peran penting sebagai pelaksana urusan ketenteraman, 

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Namun demikian, dalam 

kurun waktu beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah permasalahan 

strategis yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan Satpol 

PP, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya, maupun kualitas pelayanan 

itu sendiri. 

 Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya 

kapasitas pelayanan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan keterbatasan sumber daya manusia 

(SDM) yang belum merata dari sisi kompetensi, jumlah personel yang tidak 

sebanding dengan luas wilayah tugas, serta minimnya pelatihan dan 

pengembangan berkelanjutan. 

 Selain itu, dukungan sarana dan prasarana operasional juga masih 

belum memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Hal ini 

berdampak pada keterlambatan respons terhadap laporan masyarakat, 

terbatasnya jangkauan patroli, serta menurunnya efektivitas pengawasan 

terhadap pelanggaran perda dan gangguan ketertiban umum. 

 Dari sisi kelembagaan, masih terdapat tumpang tindih kewenangan 

dan lemahnya koordinasi lintas sektor, terutama dalam pelaksanaan 

tugas-tugas penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 

Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas dan 

potensi konflik kewenangan di lapangan. 

 Terakhir, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung ketertiban 

umum dan ketenteraman juga masih terbatas. Hal ini menunjukkan 
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perlunya strategi komunikasi publik dan pendekatan sosial yang lebih 

humanis, edukatif, dan partisipatif. 

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi perhatian utama dalam 

perumusan strategi dan arah kebijakan Satpol PP ke depan, guna 

memastikan pelayanan yang semakin adaptif, profesional, dan berorientasi 

pada kepuasan masyarakat. 

 

2.2.2  Isu Strategis 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi 

Pamong Praja memegang peranan penting dalam mendukung terciptanya 

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Satpol PP 

juga menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam menegakkan 

peraturan daerah serta membina kesadaran hukum masyarakat. Berikut 

merupakan isu lingkungan yang relevan dengan perangkat daerah. 

Tabel 2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD 

 

Dari tabel diatas  memuat isu-isu lingkungan dinamis yang 

memengaruhi perangkat daerah dari tingkat global, nasional, hingga regional. 

Kelima potensi tersebut menimbulkan isu lintas dimensi baik lingkungan, 
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sosial, ekonomi, dan tata kelola. Oleh karena itu, penguatan tata kelola 

pemerintahan, khususnya pada aspek penegakan Perda, perizinan, 

ketertiban ruang, dan pengawasan kegiatan masyarakat, menjadi sangat 

penting untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak negatif dari dinamika 

pembangunan daerah 

Isu strategis Dinas Satpol PP mencakup berbagai aspek, mulai dari 

penegakan peraturan daerah yang kurang optimal, lemahnya koordinasi 

antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur, 

hingga peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur dalam melayani 

masyarakat. Isu lain juga mencakup partisipasi masyarakat dalam ketertiban 

umum 

Isu Strategis pada Dinas Satpol PP : 

1. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah 

(Perkada): Belum optimalnya penegakan peraturan karena kurangnya 

keterlibatan dalam proses pembentukan, kurangnya sosialisasi, dan 

masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

peraturan tersebut. 

2. Koordinasi dan Kerjasama Antarinstansi: Lemahnya komunikasi dan 

kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam menjalankan tugas di 

bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan 

masyarakat.  

3.  Ketersediaan Sarana dan Prasarana: Keterbatasan sarana dan 

prasarana yang ada untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 

Satpol PP. Selain itu ketersediaan jumlah personil juga mempengarugi 

kinerja satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugas 

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
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BAB TUJUAN, SASARAN, 
STRATEGI DAN ARAH 

KEBIJAKAN 
3 

 

3.1. Tujuan dan Sasaran 

Sesuai dengan Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 272 ayat 2 berbunyi Rencana strategis Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan 

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan 

fungsi setiap Perangkat Daerah oleh sebab itu Visi dan Misi mengacu pada 

RPJMD Kabupaten Gresik. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi, 

maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik merupakan SKPD 

pendukung dalam misi 1 :  

Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan 

Berakhlakul Karimah 

merealisasikan Misi Satpol PP Kabupaten Gresik, perlu ditetapkan tujuan 

pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke 

depan.  

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi organisasi yang mengandung makna : 

(1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu sampai tahun terakhir renstra 

(2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan – perbaikan 

yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. 

(3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan 

strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan 

pokok organisasi selama kurun waktu renstra. 

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi 

tersebut maka dalam kedudukannya sebagai SKPD, Satuan Polisi Pamong 



 

37 

Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2025-2029 

Praja Kabupaten Gresik dalam mewujudkan Misi ke-1 menetapkan tujuan 

sebagai berikut :  

Untuk mewujudkan Misi Kabupaten Gresik "Memperkuat Insan 

Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter dan Beralkhlakul Karimah 

“ maka ditetapkan tujuan “Terwujudnya pembangunan sumber daya 

manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia dan sasaran 

“Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan 

masyarakat yang berbudaya” 

Tujuan ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, di mana Satpol PP berfungsi 

sebagai penegak peraturan daerah, penjaga ketertiban umum, dan pelindung 

masyarakat dalam konteks otonomi daerah. 

Sasaran (objective) merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan 

menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui organisasi dan 

menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan 

yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan 

pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan 

fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke 

dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus 

memenuhi kriteria specific (spesifik), measureable (dapat diukur), Achievable 

(dapat dicapai), Relevant (relevan), Time Bound (batas waktu),  continously 

improve (perbaikan berkelanjutan).   Untuk mencapai tujuan di atas, 

dirumuskan beberapa sasaran strategis sebagai berikut: 

1. Menguatkan Keamanan dan Ketertiban 

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan 

Dinas SATPOL PP dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah, 

termasuk penegakan peraturan daerah, pencegahan gangguan 

keamanan, serta penanggulangan masalah ketertiban masyarakat. 

Upaya ini mencakup penguatan koordinasi antar instansi terkait, serta 

pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan penindakan yang efektif. 



 

38 

Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2025-2029 

2. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat 

Sasaran ini bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat 

dalam menjaga ketertiban umum dan mendukung program-program 

yang berkaitan dengan keamanan serta ketertiban di lingkungan 

masing-masing. Dengan meningkatnya partisipasi sosial masyarakat, 

diharapkan kesadaran dan kepedulian terhadap peraturan dan norma 

sosial dapat lebih optimal. Ini juga mencakup pembinaan masyarakat 

untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjaga ketertiban, 

serta mempererat hubungan antara masyarakat dan aparatur penegak 

hukum. 

Rangkaian teknik perumusan tujuan dan sasaran tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini. 

Tabel. 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra 

Perangkat Daerah 

 

Setelah tujuan dan sasaran ditetapkan, langkah selanjutnya adalah 

menyusun tahapan perencanaan strategis perangkat daerah yang 

menggambarkan proses pencapaian tujuan secara sistematis dalam jangka 

waktu lima tahun. Pentahapan ini penting untuk memberikan arah yang 

jelas, memetakan prioritas, serta memastikan keterpaduan antara kebijakan, 

program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Gresik. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan 

proses strategis yang bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan, tujuan, 
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dan sasaran pembangunan daerah dalam periode lima tahun, sesuai dengan 

visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah terpilih. Agar dokumen Renstra 

tersusun secara sistematis, terukur, dan akuntabel, diperlukan pentahapan 

yang terstruktur dan berkelanjutan seperti pada tabel 3.2 pentahapan 

renstraPD berikut. 

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD 

3.2. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan 

dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 

 Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan 

sasaran yang hendak dicapai. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan 

aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar Trantibumlinmas, Dinas Satuan 

polisi pamong praja kabupaten Gresik menetapkan strategi sebagai berikut: 

 

1. Penguatan SDM dan Kapasitas Kelembagaan 

a) Melaksanakan pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan 

kompetensi Satpol PP dan PPNS. 

b) Menata organisasi dan SOP agar lebih jelas, efektif, dan 

mengurangi tumpang tindih kewenangan. 

2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Operasional 

a) Penyediaan peralatan patroli, kendaraan operasional, dan sistem 

komunikasi yang memadai. 

b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan, pengawasan, 

dan dokumentasi kegiatan. 

3. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor 

a) Membangun sinergi dengan aparat keamanan, lembaga adat, 

organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat sipil. 
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b) Membentuk forum koordinasi rutin lintas sektor untuk 

mendukung penegakan perda dan perlindungan masyarakat. 

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

a) Mengembangkan program edukasi, sosialisasi, dan kampanye 

ketertiban umum berbasis komunitas. 

b) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan 

lingkungan dengan pendekatan humanis. 

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai 
Tujuan dan Sasaran 

Kebijakan Satpol PP diarahkan pada penguatan kolaborasi lintas 

sektor, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. Selain itu, difokuskan pula 

pada penguatan koordinasi penegakan perda serta pengembangan kapasitas 

aparatur Satpol PP agar semakin profesional, transparan, dan berintegritas, 

sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan 

yang responsif, modern, serta berorientasi pada masyarakat. 

Tabel 3.3 Teknik merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD 
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Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–

2029, diperlukan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang 

terarah, terukur, dan sesuai dengan kewenangan serta fungsi perangkat 

daerah. Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada hasil analisis 

permasalahan, isu strategis, serta kebutuhan pembangunan daerah yang 

bersifat dinamis dan berkelanjutan. 

Program dan kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian 

indikator kinerja utama perangkat daerah, selaras dengan prioritas 

pembangunan nasional dan daerah, serta memperhatikan aspek efisiensi, 

efektivitas, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Setiap program dijabarkan 

ke dalam kegiatan dan sub kegiatan secara rinci, lengkap dengan indikator 

kinerja, target capaian tahunan, serta kebutuhan pendanaan sebagai dasar 

dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan dan penganggaran. 

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat 

Daerah Tahun 2025-2029 

   Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–

2029, diperlukan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang 

terarah, terukur, dan sesuai dengan kewenangan serta fungsi perangkat 

daerah. Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada hasil analisis 

permasalahan, isu strategis, serta kebutuhan pembangunan daerah yang 

bersifat dinamis dan berkelanjutan. 

Program dan kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian 

indikator kinerja utama perangkat daerah, selaras dengan prioritas 

BAB PROGRAM, KEGIATAN, SUB 
KEGIATAN DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN 
BIDANG URUSAN 

4 
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pembangunan nasional dan daerah, serta memperhatikan aspek efisiensi, 

efektivitas, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Setiap program dijabarkan 

ke dalam kegiatan dan sub kegiatan secara rinci, lengkap dengan indikator 

kinerja, target capaian tahunan, serta kebutuhan pendanaan sebagai dasar 

dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan dan penganggaran. 
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Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD 



 

44 

Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2025-2029 

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD 
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Tabel 4.3 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD 
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Tabel 4.4 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD
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Tabel 4.5 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD 
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Tabel 4.6 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD
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Tabel 4.7 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD 
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Tabel 4.8 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / SubKegiatan Renstra PD 
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Program perangkat daerah Satpol PP pada periode 2025–2029 

difokuskan pada dua program utama, yaitu program penunjang urusan 

pemerintahan daerah serta program peningkatan ketenteraman dan 

ketertiban umum. Melalui kedua program ini, Satpol PP diarahkan untuk 

memperkuat tata kelola internal yang akuntabel, efektif, efisien, dan 

responsif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang 

penegakan perda, perlindungan masyarakat, serta pembinaan partisipasi 

masyarakat. Kegiatan yang dijalankan mencakup peningkatan kapasitas 

SDM dan kompetensi PPNS, penguatan penanganan gangguan ketertiban 

umum melalui pengamanan kegiatan strategis, serta penyelenggaraan 

perlindungan masyarakat dan layanan linmas. Sub kegiatan pendukungnya 

meliputi pelatihan dan pengembangan aparatur, penyediaan sarana 

prasarana patroli dan pengawasan, sosialisasi perda dan perkada, 

penanganan aduan masyarakat, pembinaan Linmas di tingkat desa maupun 

kelurahan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan 

dan evaluasi kinerja. Dengan langkah tersebut, diharapkan penyelenggaraan 

ketenteraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat 

semakin optimal serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

 

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan 

Pendanaan 

         Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025–2029, diperlukan 

perencanaan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis, terukur, 

dan berorientasi hasil. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Satpol 

PP dirancang berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, yaitu urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat. 

Program dan kegiatan yang direncanakan mencakup aspek penegakan 

peraturan daerah, penanganan gangguan ketertiban umum, perlindungan 

terhadap masyarakat. Setiap program dijabarkan dalam kegiatan dan sub 
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kegiatan yang mengandung indikator kinerja dan target capaian tahunan. Hal 

ini bertujuan untuk memastikan keterukuran dalam pelaksanaan dan 

evaluasi kinerja perangkat daerah. Berikut tabel daftar program, kegiatan, 

dan subkegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah dimulai dari 

tahun 2026 hingga tahun 2030. 
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Tabel 4.9 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 
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Tabel 4.10 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan 



 

55 

Renstra_Satpol.PP Kab.Gresik_2025-2029 

 

 Seluruh kegiatan diatas dijalankan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas . 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan 

Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati 

tentang Renstra PD Tahun 2030-2034  

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan 
Daerah 

  Dalam rangka menjamin keterpaduan antara perencanaan perangkat daerah dengan arah pembangunan 

daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menyusun sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung program 

prioritas pembangunan daerah. Sub kegiatan ini difokuskan pada penguatan fungsi ketenteraman dan 

ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan peraturan daerah sebagai fondasi terciptanya 

lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Berikut tabel sub kegiatan prioritas satuan polisi 

pamong praja kabupaten Gresik. 
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Tabel 4.11 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 
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4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN 

Tahun 2025-2029  

 

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, 

dan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja turut berperan dalam mendukung pencapaian 

Kegiatan Prioritas Utama (KPU) sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. RPJMN 2025–2029 menekankan penguatan tata kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta peningkatan ketahanan sosial dan keamanan publik. Untuk itu, 

Satpol PP merumuskan subkegiatan yang tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga strategis dalam 

mendukung program prioritas nasional. 
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Tabel 4.12 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2030 
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4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN 

Tahun 2025-2029  

Dalam mendukung pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029, pemerintah daerah melalui Satuan Polisi 

Pamong Praja berkomitmen untuk berkontribusi aktif terhadap keberhasilan Proyek Prioritas Nasional (Proyek 

Prioritas Strategis) yang menjadi agenda pembangunan nasional. Proyek prioritas ini mencakup berbagai sektor 

seperti infrastruktur, ketahanan sosial, pelayanan dasar, dan transformasi digital, yang seluruhnya 

membutuhkan kondisi keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum di wilayah pelaksanaannya. Satpol PP 

sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan ketenteraman, ketertiban 

umum, dan perlindungan masyarakat, mengambil peran strategis dalam mendukung kelancaran dan keamanan 

pelaksanaan proyek-proyek nasional tersebut.  

Tabel 4.13 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2030 
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4.6  Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat 

Daerah 

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan 

pembangunan jangka menengah nasional, salah satunya adalah RPJMN Tahun 2025–2029 yang memuat 8 misi 

pembangunan nasional (Asta Cita). Untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan pusat dan daerah, maka 

setiap perangkat daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja, perlu mengidentifikasi dan menyusun 

subkegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian Asta Cita tersebut. 

Asta Cita merupakan arah kebijakan strategis nasional yang mencakup misi-misi pembangunan seperti: 

memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, reformasi birokrasi dan tata kelola 

pemerintahan, memperkuat supremasi hukum dan HAM, serta memperkuat ketahanan sosial budaya dan 

keamanan nasional. 

Tabel 4.14 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah 
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4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD 

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja disusun untuk mewujudkan 

peran perangkat daerah yang profesional, responsif, dan adaptif dalam menjaga ketenteraman, ketertiban 

umum, serta perlindungan masyarakat. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diukur 

melalui indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan secara terukur, relevan, dan selaras dengan 

prioritas pembangunan daerah dan nasional. 

Target-target ini menjadi pedoman dan tolak ukur capaian kinerja Satpol PP selama periode 2025–2029, 

baik dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang trantibumlinmas, maupun dalam 

kontribusinya terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan sosial masyarakat yang 

aman dan tertib. 
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Tabel 4.15 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah 

Tahun 2025 –2030 
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4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang mencerminkan tingkat keberhasilan 

perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategis (RENSTRA) Tahun 2025–2029. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), IKK tidak hanya 

menjadi alat ukur capaian kinerja, tetapi juga sebagai dasar akuntabilitas publik terhadap 

penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 

Target keberhasilan pencapaian IKK disusun secara bertahap dan realistis, dengan memperhatikan 

kondisi awal, kapasitas organisasi, serta arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Setiap IKK 

memiliki target tahunan yang harus dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang 

terintegrasi. 
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Tabel 4.16 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah  
Tahun 2025 –2030 

 

No 
Indikator Kerja 

Utama 
Satuan 

Target 

Awal 

Tahun 

2025 

Target 

Kondisi 

Akhir 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 

Persentase 

penanganan 

gangguan 

tibumtranmas yang 

diselesaikan (%) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

No 
Indikator Kerja 

Utama 
Satuan 

Target 

Awal 

Tahun 

2025 

Target 
Kondisi 

Akhir 

2 

Rasio penyelesaian 

pelanggaran perda 

/ perbup (rasio) 

Rasio 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 

3 

Rasio linmas 

terhadap RT (per 

RT) (Rasio) 

Rasio 1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 1.8 
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BAB 

PENUTUP 
5 

 

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja 

Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman kebijakan dan operasional 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP dalam urusan 

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. RENSTRA 

ini menjadi dasar perencanaan lima tahunan yang selaras dengan dokumen 

perencanaan daerah (RPJMD), nasional (RPJMN), serta agenda strategis 

pembangunan lainnya. 

Untuk menjamin implementasi RENSTRA berjalan secara efektif, maka 

diperlukan mekanisme pengendalian dan evaluasi secara periodik. 

Pengendalian dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan program dan 

kegiatan secara berkala, baik dari segi capaian output, pemanfaatan 

anggaran, maupun kesesuaian dengan indikator kinerja utama (IKU) dan 

indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan. 

Sebagai uraian akhir pada penutup Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 

Kab. Gresik Tahun 2025 – 2029 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan renstra 

dengan rincian penjelan sebagai berikut : 

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan 

ditetapkannya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 

ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana 

Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 
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2. Dengan ditetapkannya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Gresik Tahun 2025–2029 ini, maka seluruh pihak dan pemangku 

kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan 

bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 

terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasional 

sesuai dengan peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan 

rencana kegiatan tahunan. 

3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik Tahun 2025–

2029 ini dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara 

akumulatif dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sekaligus 

menjadi landasan dalam penyusunan lapoan pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik 


